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Izin hakikatnya adalah persetujuan pada hal yang dikecualikan atas sesuatu yang 
dilarang, yang  berfungsi sebagai penengah pemerintah dan  masyarakat. Namun  
dalam kenyataannya,   pada  Pengadilan   Tata    Usaha   Negara   (PTUN)   
sengketa   perizinan mendominasi gugatan yang diajukan  masyarakat. Hal ini 
menunjukkan bahwa ternyata izin merupakan   salah   satu   mekanisme   
memperkeruh   hubungan   pemerintah   dengan masyarakat, bukan  sebaliknya. 
Metode Penelitian yang  dipilih penulis berupa penelitian hukum  eksplanatori 
(explanatory legal  study) yang  bersifat penjelasan. Dengan  metode penelitian  
hukum   eksplanatori  ini  akan   digunakan  dalam  meneliti   dilema   hubungan 
pemerintah  dengan masyarakat  terkait   izin  yang  dikeluarkannya.  Hal  ini 
menimbulkan permasalahan banyaknya sengketa perizinan di PTUN dan bagaimana 
penentuan keadilan dalam pemberian izin di masyarakat. Sehingga, penulis akhirnya  
menyimpulkan sebagai hasil  dari   penelitian,  bahwa  perizinan  terkait   hubungan  
pemerintah  dan   masyarakat bukanlah sebuah positive related dalam 
pemerintahan. 
Kata Kunci: perizinan, pemerintahan, dan positive related. 
ABSTRACT 
Permission is the essence of the agreement on things that are excluded from 
something prohibited which functions as a mediator for the government and society. 
In fact, in the State Administrative Court (PTUN), permit disputes dominate the 
lawsuit filed by the community. This shows that the permission is one of the 
mechanisms to confuse the relations between government and society, and not in 
vice versa. The research method chosen by the researcher is the explanatory legal 
study in form of explanation. With this explanatory legal study method, it will be 
used in examining the dilemma of the relations between government and the 
community related to permits issued. This raises the problem of the many permit 
disputes in the Administrative Court and how to determine justice in giving permits in 
the community. So, the author finally concluded that permits related to the 
relationship between government and society is not a positive related in the 
government. 
 
Keyword: permits, government, positive related. 
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Izin merupakan suatu 
persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau 
peraturan  pemerintah   untuk   
dalam   keadaan  tertentu  
menyimpang   dari   ketentuan- 
ketentuan larangan peraturan 
perundang-undangan (izin dalam 
arti sempit). Berdasarkan apa  yang  
dikatakan oleh  Spelt  dan  Ten  
Berge, dalam izin dapat dipahami 
bahwa suatu pihak   tidak   dapat  
melakukan  sesuatu  kecuali   
diizinkan.   Artinya,  kemungkinan  
untuk seseorang atau  suatu pihak  
tertutup kecuali  diizinkan  oleh  
pemerintah. Dengan  demikian 
pemerintah mengikatkan perannya 
dalam kegiatan yang  dilakukan  oleh  
orang  atau  pihak yang 
bersangkutan.1 
Perizinan berfungsi sebagai 
fungsi penertib dan  sebagai 
pengatur. Sebagai fungsi penertib, 
dimaksudkan agar  setiap bentuk  
kegiatan masyarakat tidak  
bertentangan satu dengan yang  
lainnya, sehingga ketertiban 
                                                          
1  N.M.Spelt dan J.BJ.M. ten Berge, 
Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: 
Perpustakaan Nasional, 1993), hlm. 2. 
dalam setiap segi kehidupan 
masyarakat dapat terwujud.   Izin  
berfungsi  sebagai  pengaturan  
merupakan ujung  tombak dari  
instrumen hukum  dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Norma  penutup dalam rangkaian 
norma hukum.   Wujud  dari  
ketetapan  ini  salah  satunya  
adalah  Izin.  Berdasarkan  jenis-
jenis ketetapan, izin termasuk 
sebagai ketetapan yang bersifat 
konstitutif, yakni ketetapan yang 
menimbulkan hak  baru  yang  
sebelumnya tidak  dimiliki oleh  
seseorang yang  namanya 
tercantum dalam ketetapan itu, 
atau  beschikkingen welke  iets 
toestaan wat  tevoren niet 
geoorloofd  was  (ketetapan  
yang   memperkenankan sesuatu  
yang   sebelumnya  tidak 
dibolehkan). Izin merupakan 
ketetapan, dibuat  dengan 
ketentuan dan  persyaratan yang 
berlaku, yaitu : (1) persyaratan, (2) 
hak dan  kewajiban, (3) tata  cara  
(prosedur), (4) jangka waktu  
berlaku,  (5) waktu  pelayanan,  (6) 
biaya,  (7) mekanisme  komplain 
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dan  penyelesain sengketa, dan 
(8) sanksi.2\ 
Terdapat istilah lain yang 
memiliki kesejajaran dengan izin 
seperti dispensasi ialah 
keputusan  administrasi  Negara  
yang   membebaskan suatu  
perbuatan dari  kekuasaan 
peraturan yang  menolak 
perbuatan tersebut. Sehingga 
suatu peraturan undang-undang 
menjadi tidak berlaku  bagi 
sesuatu yang istimewa 
(relaxation legis). Kemudian  ada  
istilah lisensi  merupakan  suatu  
izin  yang   meberikan  hak   untuk   
menyelenggarakan  suatu 
perusahaan,  sedangkan  istilah  
konsesi  merupakan  suatu  izin  
berhubungan  dengan pekerjaan 
di mana kepentingan umum  
terlibat  erat  sekali sehingga 
sebenarnya pekerjaan itu  
menjadi  tugas  pemerintah,  
tetapi  pemerintah  diberikan   hak   
penyelenggaraannya kepada 
konsesionaris (pemegang izin) 
yang  bukan  pejabat pemerintah. 
Bentuknya bisa berupa  
kontraktual  atau   kombinasi  
                                                          
2  Sutedi  Adrian, Hukum  Perizinan 
Dalam  Sektor  Pelayanan Publik, (Jakarta: 
Sinar  Grafika, 2011), hlm. 180. 
antara  lisensi  dengan  
pemberian  status  tertentu 
dengan hak dan kewajiban serta 
syarat-syarat tertentu.3 
Tujuan  dari perizinan dapat 
dilihat dari dua  sisi4
 
yaitu dari sisi 
pemerintah dan  dari sisi  
masyarakat.  Dari  sisi  
pemerintah,  tujuan    pemberian  
izin   adalah  :  1)   Melihat 
pelaksanakan ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam 
peraturan tersebut sesuai 
dengan kenyataan  dalam  
praktiknya  atau   tidak   dan   
sekalipun  untuk   mengatur  
ketertiban,  2) Adanya   
permintaan   permohonan  izin  
secara  langsung   akan   
menambah  pendapatan 
pemerintah   akan    bertambah  
karena  setiap   izin   yang   
dikeluarkan   pemohon  harus 
membayar retribusi  dahulu  
sebagai  sumber pembiayaan  
pembangunan. Sedangkan dari 
sisi masyarakat, tujuan  pemberian 
izin berupa agar  mendapatkan 
kepastian hukum  dan fasilitas  
umum.   Dengan   mengikatkan  
                                                          
3  Ridwan HR, Hukum Administrasi 
Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2006), hlm. 196- 197 
4  Idem, Adrian Sutedi, Hukum 
Perizinan, hlm. 200. 
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tindakan-tindakan  pada suatu  
sistem  perizinan, pembuatan 
undang-undang dapat mengejar 
berbagai tujuan  dari izin. 
Hakikat  adanya perizinan 
tersebut berupa persetujuan 
pada hal yang  dikecualikan atas 
sesuatu yang dilarang, yang 
berfungsi sebagai penengah 
pemerintah dan masyarakat. 
Namun  dalam kenyataannya, data 
klasifikasi perkara yang  masuk 
pada Pengadilan Tata Usaha   
Negara   (PTUN)   dalam    
beberapa   tahun     belakangan,    
sengketa   perizinan 
mendominasi gugatan yang 
diajukan  masyarakat selain 
sengketa pertanahan dan 
kepegawaian yang relatif hanya  
berdampak pada personal 
semata. Data menunjukkan dari 
tahun   2010  hingga   2013  yang  
dimiliki Direktorat  Jenderal Badan  
Peradilan Militer dan Peradilan 
Tata  Usaha Negara Mahkamah 
Agung  Republik  Indonesia, 
sengketa perizinan selalu pada 
rentang 60  hingga  140  kasus 
pertahun dari  jumlah  keseluruhan 
kasus pada PTUN  seluruh  
Indonesia  per   tahunnya.5
   
Hal   
                                                          
5  
http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.i
ini  menunjukkan  bahwa  
ternyata  izin merupakan salah 
satu mekanisme yang dimiliki 
pemerintah untuk  membangun 
hubungan yang   baik   terhadap  
masyarakat,  namun  dalam  
praktiknya  terkadang  
memperkeruh hubungan 
pemerintah dengan masyarakat. 
Hal  ini  pulalah   yang  
kemudian  membuat penulis  
berpikir  bahwa permasalahan 
banyaknya sengketa perizinan  di 
PTUN ini adalah  salah  satu 
permasalahan  yang  terkait besar   
dengan   hubungan  antara   
pemerintah   dan    masyarakat.   
Terkait    hubungan masayarakat   
dan    pemerintah   tersebut,   
penulis   juga    mempertanyakan   
bagaimana kemudian penentuan 
keadilan dalam pemberian izin di 
masyarakat. 
Hal  ini  pulalah   yang  
kemudian  membuat penulis  
berpikir  bahwa permasalahan 
banyaknya sengketa perizinan  di 
PTUN ini adalah  salah  satu 
permasalahan  yang  terkait besar   
                                                                                      
d/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1519&Itemid=864 
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dengan   hubungan  antara   
pemerintah   dan    masyarakat.   
Terkait    hubungan masayarakat   
dan    pemerintah   tersebut,   
penulis   juga    mempertanyakan   
bagaimana kemudian penentuan 
keadilan dalam pemberian izin di 
masyarakat. Maka terjadilah 
dilema izin sebagai penengah 
hubungan pemerintah dan 
masyarakat. 
METODE PENELITIAN 
Hubungan pemerintah dan  
masyarakat terkait  perizinan 
terkadang menimbulkan dilema,   
sehingga   sering   memunculkan   
permasalahan   hukum    
didalamnya.   Metode Penelitian 
yang  dipilih  penulis berupa 
penelitian hukum  eksplanatori 
(explanatory legal study) yang  
bersifat penjelasan. Dengan  
metode penelitian hukum  
eksplanatori ini akan digunakan  
dalam  meneliti  dilema  hubungan 
pemerintah  dengan masyarakat  
terkait  izin yang dikeluarkannya. 
Penelitian ini digunakan untuk 
menjawab pertanyaan tentang 
ketimpangan norma hukum  saat 
ini (iusconstitutum) dalam 
pelaksanaan pemberian izin bagi  
masyarakat oleh  pemerintah atau  
perlu  ditinjau  dengan membuat 
beberapa norma positif 
berbentuk (iusconstituendum). 
Dengan  ini jelas metode 
penelitian hukum  ini akan 
digunakan dalam meneliti  dilema  
izin sebagai penengah hubungan 
pemerintah dan masyarakat. 
Objek  penelitian  ini  terdiri  
dari  perizinan,  baik  sengketa  
perizinan  pada  PTUN maupun 
penentuan keadilan dalam 
pemberian izin tersebut. 
Pentingnya konsep perizinan ini 
adalah untuk  memberikan 
pemahaman yang  lebih 
mendalam terkait  hubungan 
antara pemerintah dan 
masyarakat dalam pencapaian 
keadilan di Indonesia. 
Jenis penelitian ini adalah 
penelitian hukum  normatif,    
penelitian deskriptif dengan 
bentuk    preskriptif   penelitian   
yang   penelitian   hukum    
dilakukan    oleh   studi   literatur. 
penelitian hukum  normatif adalah 
prosedur penelitian ilmiah untuk 
menemukan kebenaran 
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berdasarkan logika  beasiswa 
hukum  normatif. Pembahasan 
didasarkan pada teori-teori, 
hukum, dokumen, jurnal hukum  
dan  referensi yang  relevan.  
Penelitian ini bertujuan untuk 
mencoba untuk  memperoleh 
gambaran fakta  atau  gejala  
khusus dan  dianalisis secara 
intensif dan ekstensif. 
Beberapa konsep yang  
digunakan dalam penelitian ini 
adalah Hukum  Administrasi Publik,  
Good   Governance  dan   
Perizinan.  Hukum   Administrasi  
Publik   Menurut   Van Vollenhoven   
di  Belanda  dengan  
Administratiefrecht  jangka   yang  
merupakan penilaian secara 
keseluruhan peralatan mengikat 
di dalam negeri, baik  tingkat  
tinggi  dan  tingkat rendah.  Di  
Inggris,  Austin  disebut  UU  
Adminstrative  yang   menentukan  
bagaimana kekuasaan khusus 
tertentu dijalankan oleh  
sekelompok orang  yang  
ditentukan oleh  UU Konstitusi 
untuk  tujuan  yang  ditetapkan 
oleh  UU Konstitusi dapat dicapai. 
Di sisi lain Sir. Ivor   Jennings   
menjelaskan   bahwa   UU  
Administrasi   Publik    adalah   
hukum    yang berhubungan  
dengan  Administrasi   Negara  
dan   hukum    ini  menentukan  
organisasi, kekuasaan dan  tugas 
petugas dari organisasi. 
Sementara itu, menurut A.V. Dicey, 
Hukum Administrasi Publik 
mempertanyakan kekuasaan 
pemerintah, batas-batas 
kekuasaan dan bagaimana  
mencegah  pemerintah  tidak  
membuat  ketentuan  yang  
sewenang-wenang. Peran 
pemerintahan  yang  baik  (good   
governance)  sebagai  pelaksana  
negara penting dalam 
pembentukan negara 
kesejahteraan. Pemerintah sering 
dipasangkan dengan tata istilah  
didefinisikan  sebagai  
mekanisme,  praktik,  dan  
prosedur pemerintah  dan  warga 
negara kontrol  atas sumber daya  
dan  memecahkan masalah 
publik. Konsep governance 
memerlukan peran  negara dan  
acara langsung dilanjutkan 
dengan redefinisi peran  warga 
sehingga  warga   dapat 
memainkan  peran   penting,  yang  
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aktif  memantau  akuntabilitas 
pemerintah. Governance 
didefinisikan sebagai "kita" 
(subjek kolektif  dan  aktif), 
berbeda dengan pemerintah yang  
berarti  "mereka". Perizinan 
merupakan suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau  peraturan 
pemerintah untuk  dalam 
keadaan tertentu menyimpang 
dari  ketentuan-ketentuan 
larangan peraturan perundang-
undangan (izin dalam arti sempit). 
Berdasarkan apa  yang dikatakan 
oleh Spelt dan Ten Berge, dalam 
izin dapat dipahami bahwa suatu 
pihak  tidak  dapat melakukan 
sesuatu kecuali  diizinkan. Konsep   
ketiga    digunakan   untuk    
menyimpulkan   hubungan  
antara   pemerintah   dan 
masyarakat yang menyebabkan 
dilema. 
Beberapa konsep yang  
digunakan dalam penelitian ini 
adalah Hukum  Administrasi Publik,  
Good   Governance  dan   
Pemerintah  Reinventing.    Hukum   
Administrasi  Publik Menurut  Van 
Vollenhoven  di Belanda dengan 
Administratiefrecht jangka  yang  
merupakan penilaian secara 
keseluruhan peralatan mengikat di 
dalam negeri, baik tingkat  tinggi  
dan tingkat  rendah. Di Inggris, 
Austin disebut UU Adminstrative 
yang  menentukan bagaimana 
kekuasaan khusus tertentu 
dijalankan oleh  sekelompok orang  
yang  ditentukan oleh  UU Konstitusi 
untuk  tujuan  yang  ditetapkan oleh  
UU Konstitusi dapat dicapai. Di sisi 
lain Sir. Ivor   Jennings   
menjelaskan   bahwa   UU  
Administrasi   Publik    adalah   
hukum    yang berhubungan  
dengan  Administrasi   Negara  dan   
hukum    ini  menentukan  
organisasi, kekuasaan dan  tugas 
petugas dari organisasi. 
Sementara itu, menurut A.V. Dicey, 
Hukum Administrasi Publik 
mempertanyakan kekuasaan 
pemerintah, batas-batas 
kekuasaan dan bagaimana  
mencegah  pemerintah  tidak  
membuat  ketentuan  yang  
sewenang-wenang. Peran 
pemerintahan  yang  baik  (good   
governance)  sebagai  pelaksana  
negara penting dalam 
pembentukan negara 
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kesejahteraan. Pemerintah sering 
dipasangkan dengan tata istilah  
didefinisikan  sebagai  mekanisme,  
praktik,  dan  prosedur pemerintah  
dan  warga negara kontrol  atas 
sumber daya  dan  memecahkan 
masalah publik. Konsep 
governance memerlukan peran  
negara dan  acara langsung 
dilanjutkan dengan redefinisi peran  
warga sehingga  warga   dapat 
memainkan  peran   penting,  yang  
aktif  memantau  akuntabilitas 
pemerintah. Governance 
didefinisikan sebagai "kita" (subjek 
kolektif  dan  aktif), berbeda dengan  
pemerintah  yang  berarti   
"mereka".  Reinventing   pemerintah  
oleh  Osborne  dan Plastrik  di  
Membuang birokrasi  dimaksudkan  
sebagai  "Transformasi  
fundamental  dari sistem  publik  
dan  organisasi  serta menciptakan  
peningkatan  dramatis  dalam  
mereka efektivitas, efisiensi, 
adaptasi, dan  kapasitas untuk  
berinovasi. Transformasi ini dicapai 
dengan mengubah Ulasan tujuan  
mereka, insentif, akuntabilitas , 
struktur kekuasaan, dan budaya ". 
Konsep ketiga  digunakan dalam 
akhir dari tulisan ini akan  
menyimpulkan bahwa dualisme 
karena penerapan model  
manajemen keuangan harus 
ditinjau  kembali, dalam rangka 
menciptakan kepastian hukum  
tentang pelaksanaan model. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Melihat  dari permasalahan 
yang menjadi fokus dari makalah ini 
berupa perizinan, memberikan 
dasar pijak dalam menyimpulkan 
dan menyelesaikan masalah yang 
ada. 
A. Sengketa Perizinan pada 
Pengadilan Tata Usaha 
Negara 
Pada data statistik  yang  
disajikan  oleh  Direktorat   
Jendela  Badan   Peradilan Militer 
dan  Peradilan Tata  Usaha 
Negara pada website resminya 
ditjenmiltun.mahkamahagung.g
o.id terdapat gambaran secara 
umum  bahwa sengketa 
perizinan pada Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) 
merupakan salah satu 
sengketa terbanyak yang  ada  
pada seluruh PTUN di 
Indonesia. Walaupun data yang  
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disajikan hanya   dari  tahun   
2009   hingga   2013,  namun  
dapat  disimpulkan  bahwa  
sengketa perizinan menjadi 
salah satu sengketa yang paling 
banyak  terjadi. 
Pada tahun  2009  tidak 
digambarkan secara spesifik 
grafik jumlah  perkara yang 
masuk dan putus per jenis 
perkaranya. Grafik hanya  
menyajikan jumlah perkara 
dengan pembagian wilayah 
hukum  Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara (PTTUN). 
 
Grafik 1: Jumlah Perkara Tahun 2009 PTTUN Indonesia 
Kemudian  dalam data 
statistik perkara pada tahun  
2010, secara spesifik grafik 
menggambarkan jumlah kasus 
yang masuk di seluruh PTUN di 
Indonesia. 
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Grafik 2: Jenis-Jenis Perkara Masuk Tahun 2010 
Selanjutnya pada tahun  
2011, data statistik perkara 
dalam grafik menunjukkan bahwa  
perizinan  bukanlah  sengketa  
yang   paling   banyak   terjadi,  
namun  walaupun demikian 
perkara perizinan termasuk 
sengketa yang cukup  banyak  
terkait  kepentingan masyarakat 
secara umum. 
 
Grafik 2: Jenis-Jenis Perkara Masuk Tahun 2010
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Data  statistik di Tahun  2011  
dan  2012  tidak  berbeda dari  grafik  
pada tahun sebelumnya. Sengketa 
perizinan dominan selain dari 
sengketa pertanahan dan 
kepegawaian yang sangat individu 
sifatnya, namun disajikan dalam 
bentuk  tabel. 
 
Tabel 1: Klasifikasi Perkara PTUN 2012           Tabel 2: Jumlah Perkara PTUN 
2012 
Dari grafik dan  tabel  yang 
menggambarkan mengenai jumlah  
perkara perizinan dari tahun  2009 
hingga  2013 menggambarkan 
bahwa kasus perizinan tidaklah  
sedikit. 
B. Penentuan Keadilan dalam 
Pemberian Izin 
Hukum   sebagai       dasar  
aturan  di  negara  Indonesia  
merupakan  bagian terpenting  
yang  tidak  dapat dipisahkan,  
karena  keberadaannya  
mempunyai  peran penting     
dalam     berbagai tindakan     
yang      dilakukan      oleh      
warga      negara dengan 
ketentuan-ketentuan hukum  
yang  legal.  Keberadaan hukum  
dalam konteks negara hukum  
yang harus ditegakkan di 
tengah-tengah kebebasan 
masyarakat dalam realitas 
sosialnya yang  memberikan 
ruang  dan  lingkup  yang  cukup  
besar terhadap aspirasinya 
dengan tingkat  keinginan dan  
kebutuhan serta tuntutan-
tuntutan. Prinsip keadilan  
dalam  hukum   seringkali  
menjadi  celah   bagi  
masyarakat  untuk   meminta 
perlakuan   yang    adil   kepada  
negara  sebagai   penegak  
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hukum    dan    pelaksana 
pemerintah. Keadilan  seringkali 
ditransformasikan dalam 
bingkai  yang  keliru  dalam 
penafsirannya,    sehingga    
menimbulkan    efek     negatif    
dengan    pembelajaran yang 
kurang  baik terhadap 
masyarakat lainnya.6
 
Hart    mengemukakan,    
bahwa    prinsip    umum     
keadilan    dalam    hukum 
adalah kesetaraan    dan      
ketidaksetaraan. 7
  
Artinya     
bahwa    untuk      hal     yang 
serupa diperlakukan     dengan     
cara      yang      serupa,     
sedangkan     untuk      hal yang     
berbeda diperlakukan     
dengan    cara      yang     
berbeda.    Pandangan    ini 
memberikan    persepsi bahwa   
kesetaraan terhadap individu    
harus   diperlakukan sama     
dengan     individu  yang      
lainnya,      menjadi      relatif      
jika      kesetaraan berbeda   
                                                          
6  Hayat, Keadilan sebagai prinsip 
Negara Hukum: Tinjauan  Teoritis dalam 
Konsep Demokrasi, Padjajaran Jurnal Ilmu 
Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, 
[ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]. 
7  Yustinus Suhardi  Ruman, Keadilan 
Hukum dan Penerapannya dalam 
Pengadilan, Humaniora, Volume 3, Nomor 
2, Oktober 2012, hlm. 348 
dari    apa     yang     dilakukan  
terhadap cara  yang     
diperlakukannya, begitu juga 
dengan perlakuan terhadap hal 
yang serupa dengan cara  yang 
serupa pula. 
Keadilan  dalam konteks 
hukum  terkait  erat  dengan 
makna legalitas. Dikatakan adil  
jika peraturan yang  dibuat  
berlaku  secara sama, setara 
dan  tanpa diskriminasi hukum  
yang  diterapkan kepada 
semua kasus     yang  menurut 
peraturannya harus 
diterapkan. 8  Legalitas        
secara       hukum         
terhadap       peraturan       
yang diberlakukan  mempunyai  
implikasi  yang   sama  
terhadap  semua  perbuatan 
yang dilakukan  dengan prinsip 
mengacu kepada isi dari 
perbuatan itu sendiri, dan 
dikatakan tidak adil jika 
penerapan dari peraturan itu 
tidak diterapkan pada 
                                                          
8  Hans Kelsen, Teori Umum Hukum  
dan Negara:  Dasar-dasar Ilmu Hukum  
Normatif  sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-
Empirik, terjemahan Somardi, Jakarta: Bea 
Media Indonesia, 2007, hlm. 15-16. 
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perbuatan yang sama di 
tempat yang berbeda. 
Jika membahas 
mengenai keadilan terhadap 
pemberian izin oleh  
pemerintah, hal   ini  tidak   
terlepas  dari   legalitas  yang   
digunakan  didalamnya,  yaitu   
Hukum Administrasi Negara. 
Dimana  salah satu fungsi 
Hukum  Administrasi Negara 9
  
adalah memberikan jaminan 
hukum.  Menurut  Sjachran 
Basah, perlindungan terhadap 
warga diberikan  bilamana sikap 




administrasi negara itu sendiri, 
dilakukan  terhadap sikap  
tindakannya  dengan baik  dan  
benar  menurut hukum,  baik 
yang  tertulis maupun yang  
tidak  tertulis. Dengan  kata  lain, 
melindungi administrasi negara 
dari melakukan perbuatan yang 
salah menurut hukum. 10
 
Jika 
dikaitkan  dengan pemberian 
                                                          
9  Philipus M. Hajon dkk. Pengantar 
Hukum Administrasi Indonesia. 
(Yogyakarta: UGM Press, 2005), hlm.76. 
10  Iskatrinah: 
http://buletinlitbanag.dephan.go.id 
izin, dimana izin sebagai suatu 
persetujuan dari  penguasa 
berdasarkan aturan  yang  
dalam  keadaan  tertentu 
menyimpang  dari  ketentuan,  
keadilan  dapat dilihat  ketika  
pemberian  izin  tersebut 
memberikan  perlindungan  
pada masyarakat banyak.  
Perlindungan disini diartikan  
memberikan ketentraman dan 
kedamaian dimasyarakat dan 
tetap dapat membangun 
hubungan yang baik dengan 
pemerintah. 
C. Dilema Positive related  
Pemerintah dan Masyarakat 
dalam Perizinan 
Izin dikatakan sebagai 
instrumen pemerintah dalam 
mengendalikan aktifitas 
masyarakat. Inilah yang  kerap  
kali menjadi persoalan dalam 
kehidupan sehari-hari. Mulai  
dari   masyarakat  biasa  
sampai  pejabat,  berkutat  
dengan  perizinan,karena 
perizinan   berkaitan   dengan   
kepentingan   yang    diingikan    
oleh    masyarkat untuk 
melakukan aktivitas tertentu 
dengan mendapat persetujuan 
atau legalitas dari pejabat 
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negara sebagai alat  
administrasi didalam 
pemerintahan suatu negara. 
Sebagai suatu bentuk  kebijakan 
tentunya izin tidak boleh 
bertentangan dengan 
peraturan perundang- 
undangan serta norma 
normakehidupan  yang  ada  
dimasyarakat  baik  secara 
vertikal maupun horizontal. 
Mekanisme perizinan yang 
diterbitkan untuk pengendalian 
& pengawasan   administratif   
bisadipergunakan   sebagai   
alat    untuk    mengevaluasi 
keadaan dan  tahapanper 
kembangan yang  ingin  dicapai, 
disamping untuk 
mengendalikan  arah  
perubahan dan  mengevaluasi  
keadaan,  potensi  serta 
kendala yang disentuhuntuk 
berubah.11 
Namun  terkadang,  
instrumen dalam  hal perizinan 
untuk  mengendalikan yang 
dilakukan   dilakukan   
masyarakat.  Hal  ini  terkadang  
                                                          
11  Ahmad Sobana, Adaptasi 
Pelayanan Izin Investasi Terhadap 
Perubahan Lingkungan, (Bandung:  Citra 
Aditya Bakti, 1996), hlm. 20 
menyalahi  hakikat   dari  izin  itu 
sendiri yang  berfungsi sebagai 
penengah pemerintah dan  
masyarakat. Pengendalian yang 
dilakukan  pemerintah terhadap 
masyarakat dalam hal perizinan 
kerap  kali memunculkan 
sengketa antara keduanya. 
Padahal harusnya untuk  
memenuhi hakikat dari   izin   
tersebut,  diperlukannya  
positive       related  yang   
harus  dibangun  oleh 
pemerintah terhadap 
masyarakat dan begitu  pula 
sebaliknya. 
Positive    related ini 
pada dasarnya berpijak pada 
apa  yang dikatakan oleh A.V. 
Dicey,  bahwa  Hukum   
Administrasi  Publik   itu  
membatasi  kekuasaan  
pemerintah sehingga  dapat 
mencegah pemerintah  tidak  
berbuat sewenang-wenang.      
Sejalan juga dengan 
pengaturan terkait  Asas tidak 
menyalahgunakan wewenang 
dalam Pasal 10   ayat    (1)   E   
Undang-Undang   Nomor    30   
Tahun    2014    tentang  
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Administrasi Pemerintahan.  
Asas  ini  mewajibkan  setiap  
badan dan/atau  pejabat  
pemerintahan untuk    tidak    
menggunakan   
kewenangannya   untuk    
kepentingan    pribadi    atau 
kepentingan  yang   lain  dan   
tidak   sesuai  dengan  tujuan   
pemberian  kewenangan 
tersebut,  tidak  melampaui,  
tidak  menyalahgunakan,  
dan/atau  tidak 
mencampuradukkan 
kewenangan. 
Positive      related  
menurut  penulis  harus 
menjadi  dasar pelaksanaan  
dari pemberian izin dari 
Pemerintah, sehingga 
hubungan yang  tercipta pun  
akan  menjadi yang diharapkan 
dari hakikat  izin itu sendiri. Hal 
ini kemudian akan berdampak 
domino pula  pada sengketa 
perizinan  yang  bisa  jadi  
menjadi  berkurang  aau   
menghilang, dikarenakan  
masyarakat  menganggap  
bahwa  tindakan  pemerintah  
dalam memberikan izin sudah 
menjadi solusi yang paling  
baik bagi  masyarakat. Begitu 
juga selanjutnya, tidak akan 
ada  lagi pertanyaan apakah 
kemudian perizinan itu akan 
memberikan  keadilan  atau   
tidak.  Namun   melihat  
pelaksanaan  perizinan  
sekarang, penulis akhirnya  
menyimpulkan sebagai hasil 
dari penelitian, bahwa 
perizinan terkait hubungan  
pemerintah   dan   masyarakat   
bukanlah   sebuah  positive   
related   dalam pemerintahan. 
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